PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERKEBUNAN

Jin: YusutSingedikane No 01, Telanalpura, Jambl
Telp (0741) 62596, Fax (0741) 60561, E-mail disbunprovjnmbi@hyshoo com
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SURAT PERINTAH KERJA (SI'K)

Nama PPK;

Nama Penyedia:

SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN I'ROVINSI JAMII
NOMOR SPK S.602/Disbun- 1.1/11172020

TANGGAL SPK 13 Maret2020

I, PUTRI LIESDIYANTLHI

CV.ASRI

"AKET PENGADAAN :

NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN
LANGSUNG:50/DISBUN- 1, 1/P1.6/11/ 2020

TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :

0TMaret2020

PAKAIAN DINAS HARIAN

NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN
LANGSUNG:57/DISBUN-1.1/PP.6/111/2020

TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN
LANGSUNG: 12 Maret2020

SUMBER  DANA:

APBD Dinas

Perkebunan  Provinsi

Jambi, DPA  Nomor ©
3.03.3.03.02.03.02Tanggal 2 Januari2020Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya Tahun Anggaran 2020

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp106.903.500
(Seratus enam juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak Tanggal
13Maret2020 dan berakhir pada Tanggal 11 April 2020

TERBILANG : 106.903.500 (Seratus enam juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

No. - R Harga Satuan Jumlah Harga |
Uraian Pekerjaan Volume (Rp) Rp)
1. | Pakaian Dinas Harian 165 stel 589.000 97.185.000
Speksifikasi Teknis:
1. PakaianDinasHarianwarna Khaki
2. PakaianDinasHariandilengkapiat
ributterdiridari: LambangKopri,
Namasatuankerjaperangkat
Daerah  (Dirnas  Perkebunan
Provinsi Jambi),
lambangPemerintahProvinsi
Jambi
3. Bahan Armani 01
Jumlah Total dibayarkan 97.185.000
N 9.718.500
Jumlah Kontrak 106.903.500

Cara Pembayaran : dibayarkansenilaiRp97.185.000 (Ssembilan puluh tujuh juta seratus

PPK
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delapan puluh lima ribu rupiah) atasnamaASKI CVpada Bank Pembangunan Daerah
Jambidengan Nomor Rekening:
Untuk dan atas nama Dinas Perkebunan Untuk dan atas nama Penyedia
_ Provinsi Jambi
Pejabat Pembuat Komitmen CV. ASRI
METERAI {1,
TEMPEL |

_386EBAHF296[]7 0§ -

ENAM RIBURUPIAH @W———/

- -~

Ir. LIESDIYANTHI ASMAN
Sekretaris Direktur
NIP. 19660715 199203 2 003
SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka

waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang

tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK inididasarkankepadahukumRepublik
Indonesia.

3. HARGA SPK

a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.

b. PPK membayarkepadapenyediasebesarhargaSPK.

c. HargaSPKtelahmemperhitungkankeuntungan, bebanpajakdanbiaya overhead
sertabiayaasuransi (apabiladipersyaratkan).

d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian
yangtercantumdalamdaftarkuantitasdanharga.

4. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhakataskepemilikansemuabarang/bahan yang
terkaitlangsungataudisediakansehubungandenganjasa yang
diberikanolehpenyediakepada PPK. Jikadimintaoleh PPK
makapenyediaberkewajibanuntukmembantusecara optimal
pengalihanhakkepemilikantersebutkepada FPK sesuaidenganhukum yang berlaku.

b. Hakkepemilikanatasperalatandanbarang/bahan yang disediakanoleh PPK tetappada
PPK, dansemuaperalatantersebutharusdikembalikankepada  PPK padasaat SPK
berakhirataujikatidakdiperlukanlagiolehpenyedia.
Semuaperalatantersebutharusdikembalikandalamkondisi yang
samapadasaatdiberikankepadapenyediadenganpengecualizmkeausmmh'mtpenmfmiuL
n yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK ' ) )

akanmcmcriksasctiaphamlpekcryumpcnyedmdnmncmbcrimhuknnsccnmtermlispenyedi

aatassetiapcacatmutu ‘ yang ditemukan. PPK

dapatmemerintahkanpenyediauntukmengujipekerjaan  yang dianggapoleh PPk

mengandungcacatmutu. Penyediabertanggungjawabatascacatmutuselamamasa garansi
6. PERPAJAKAN

Penyediaberkewajibanuntukmembayarsemuapajak, bea, retribusi dan .

. L ’ ’ S, danpungutan lain
yang sah yang dibebankanolehhukum yang berlakuataspelaksanaan SPK.
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Semuapengeluaranperpajakaninidianggaptelahtermasukdalamharga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
llzenyedladllarangunlukmengalihkandan/ataumensubkommkkansebagianatauselumh pe
erjaan.
Pepgalihan_selgruhpckeq'aanhanyadiperbolehkandalamhalpergantiannamapenyedia,
baiksebagaiakibatpeleburan (merger) atauakibatlainnya.

8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam
Surat Perintah Pengiriman.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan
diluar pengendaliannya dan penyedia telah mefaporkan kejadian tersebut kepada
PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia
dengan adendum SPK.

9. ASURANSI
a. Apabiladipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah

Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan,
pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam
harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personel;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atan kematian pihak
lain.

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan
inimerupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan
oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja
sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia
atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat
tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhada -
pekerjaar;( yanlg kclili]l<,e;lk5amalkan oleh é)enyedia.PPK dapat memel‘intahkanp kgpe)ada ;:;i]z:l](
lain untuk mela n pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelak -
yang dilaksanakan oleh penyedia. pelaksanaan pekerjaan

12. PENGUJIAN

PPK
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Jika FPK atau Pengaw: nlrpiitar :

pengujiin Cacat Mel'l‘té‘»l'“\;:s g;k;rjadn memcrmmhkzm_ penyedia untuk melakukan

hasil i edba nwnuniﬁllf c"ll temintum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan
menan:gglmg biaya St u.qifl adanya Cacat Mutu maku penyedia berkewajiban untuk
SillodBatnh td"pe g Jdn‘ter§cbug. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka
] ut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
= E‘l‘;}]mglpekerjadn dilakukan selama pelaksanaan Kontrakterhadap kemajuan
Hasil" 0 E;:a H“g}\a.pengz}\vasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan.
b U fe 1eriRsaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan
dp?klé ?ltda: tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi
cerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk  memulai
pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan program mutu, sertd menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada
tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan
atau kelalaian penyediamaka penyedia dikenakan sanksi berupa denda
keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK
memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal

penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan

secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil

pekerjaan.
c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas
kerjaan dan/atau tim teknis.
d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia
wajib memperbaiki/ menyelesaikannya, atas perintah PPK.
e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan SPK.
f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia

harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

permintaan

16. jAMlNANBEBAS CACAT MUTU/ GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung
cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu
akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. _laminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.

c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Fenyedia segera setelah
ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh FPK, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai
dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansl,

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat
mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat
Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PTK secara
langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PFK akan melakukan
perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau
penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh FFK

f. Selainkcwajibanpenggamianbiaya, Penyedia  yang l-“ﬂimt‘"lmrb.likimmt;num
dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SFK

iPPK ’ vl'(
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18, PERISTIW o
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‘l) I'PK nwn;.;ulluh |.1:|:1dg'|,‘l'l diberikan kepada penyedia dalam hal sebagan berikut:

2) keterlambyy owabyany dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

3) PPK “‘“L. -.‘;:I-hmm“m" kepada penyedia;

Jadwal ,\'-ln;.;‘i:llvlllxlt’:xialt:nl:ll- gambar-gambar, spesitikasi dan/atau instruksi  sesuai

a . poy . !

r|-, penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal,

W PPK menginstruksikan kepada  pihak : dia < engujic
tambahan - yang s | pd ‘; l.l'.l, pe nyuh:'l untuk mcl;lk}lkﬂn pengujian
=== 4 setelah dilaksanakan  pengujian  ternyata tidak  ditemukan
I“'”""'l\-"'/kl“i-‘\\';il;m/pcnvim nangan;

6) PPK memerintahkan pe l: i il Y jaan:

) PPK et A penundaan pelaksanaan pekerjaan;

R memenntahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga
sebelumnya dan disebabkan oleh PPK:

8) ketentuan Lain dalam SPK. '

b. Jika  Peristiwa Kompensasi  mengakibatkan  pengeluaran tambahan  dan/atau
kL‘lCl.'L‘lmb.Il;lll penycelesaian pekerjuan maka PPK berkewajiban untuk membayar
Zanti rugr dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

C.Gantt rugr hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang  dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan
kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

¢. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. FERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi schingga penyelesaian pekerjaan akar melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian  pekerjaan secara  tertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SFPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SFK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan
prestasi pekerjaan yang telah dicapai.

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.

d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;
3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
4)  penyedia tanpa persetujuan PPK, fidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam

T
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1) Sisg uanpemutusan SPK dilakg Sepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

. . AN Karena k Loy ys
Pabila dibt‘.rikanil-‘us dilunagi ole}, fsalahan penyedia

2) Penyedia i Penyedia atay Jaminan Uang Muka dicairkan
3) penyediadikenakzar denda Keterlambaay (apabila ada); dan/at
f. Dalam hal 1 Sanksi Dafigy Hita s dan/atau

pemy : m.
Melakukay t“sar:\/s::; dilakukan karens ppg terlibat penyimpangan prosedur,
Pengadaay, maka ppg 4 pelanggaran persaingan schat dalam  pelaksanaan
undangay, dikenakan  sanksi berdasarkan peraturan perundang.-
21. PEMBAYARAN
a. pembayara
tua

n asi hasi ; ;
tentuan: Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
1) penyedia telah menga;

pembayaran dari penyed;
kepada Pejabat Penanda

d.bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk
menyampaikan perhitungan

prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal
yang sedang menjadi perselisihan.

tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

22. DENDA

a. Jikapekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar

1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak
termasuk PPN)untuksetiaphariketerlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia.
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh mcnyclesaikaq .
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau bcrhubungan dcng,a_m SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaa‘n. pekerjaan., hka perselisihan uglak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan disclesaikan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

LARAN PEMBERIAN KOMISI
o PenyediiAgenjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan fidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bghwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
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